KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEMUAN
HUKUM BARU (RECHTVINDING) TENTANG STATUS ANAK LUAR
KAWIN
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010)

ABSTRAK

Henlie Fernandes*
Ayu Trisna Dewi, S.H., M.Kn.**
Azmiati Zuliah, S.H., M.H.***

Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang
diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan
kewenangannya tersebut, dalam putusannya sering menimbulkan pro dan kontra.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah eksistensi Mahkamah
Kosntitusi dalam penemuan hukum baru (rechtvinding), batasan-batasan
kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan
penemuan hukum baru (rechtvinding) dan implementasi hukum pasca putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI11/2010 yang memuat norma hukum
baru. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut
adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi, dimana kekuasaan
kehakiman terbagi 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa yang berpuncak
pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh
Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam menemukan hukum baru selayaknya dibatasi dengan
ketentuan hukum maupun norma-norma. Ketidakjelasan batasan tersebut dapat
menyebabkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga judicial dipandang
layaknya lembaga politic legislator.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI111/2010 tentang status anak luar
kawin menimbulkan persoalan di masyarakat terutama terkait kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam melahirkan norma baru serta implementasinya yang
sulit diterapkan.
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